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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan kasih dan anugerahNya kepada kami semua sehingga kami dapat
membuat bookchapter yang berkaitan dengan aspek akuntansi dan pasar modal di
masa pandemi covid 19 dengan baik.

Pandemi covid-19 yang melanda di seluruh belahan dunia menyebabkan
timbul paradigma tatanan ekonomi, sosial ,ilmu dan teknologi yang berbeda dengan
era sebelumnya, tidak terkecuali dalam bidang akuntansi. Akuntansi yang merupakan
bagian mikro dari ekonomi juga mengalami struktur perubahan dalam penggunaan
teknologi informasi terkini. Demikian pula dengan pasar modal yang ada di
Indonesia.

Selama masa pandemi covid-19, terjadi penurunan indeks harga saham
gabungan pada perusahaan emiten tertentu yang cukup mencolok. Ini dikarenakan di
beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat diberlakukannya
pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penurunan penjualan ini menyebabkan
kinerja perusahaan menjadi kurang baik yang mengakibatkan terjadinya penurunan
harga saham

Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat terutama sektor ekonomi
berdampak juga pada pajak. Pajak sebagai pungutan wajib dari rakyat kepada negara
untuk membiayai pengeluaran negara mengalami penurunan. Ini berakibat pada
realisasi penerimaan pajak yang semakin berkurang. Pada masa pandemi covid-19
dan meringankan beban hidup masyarakat, pemerintah telah melakukan program
relaksasi perpajakan yang dapat memberikan kelegaan baik wajib pajak pribadi
maupun wajib pajak badan.

Pembelajaran akuntansi di pendidikan tinggi juga mengalami perubahan.
Sebelum terjadinya Covid-19 pembelajaran dilakukan dengan tatap muka (luring),
namun pada masa covid-19 ini pembelajaran dilakukan secara daring melalui
teknologi informasi yang berkembang dengan cepat. Hal ini membuat dosen dan
mahasiswa harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Untar Bersinergi, Untar Bereputasi.
Salam, UNTAR untuk Indonesia

Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Tarumanagara

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA
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BAB 6

Kepatuan WPOP Selama Pandemi Covid-19

Syanti Dewi
Widyasari
Nathaherwin
Anastasya

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi
pajak, pelayanan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi keuangan wajib
pajak, preferensi risiko dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian dengan isu yang
terbaru, dan ditujukan kepada seluruh wajib pajak perorangan dan badan khusus daerah
DKI Jakarta. Jumlah responden sebanyak 75 orang. Penelitian yang menggunakan
metode PLS-SEM. Hasil penelitian menyatakan bahwa insentif pajak, pelayanan pajak,
kepercayaan kepada pemerintah, kondisi keuangan, preferensi risiko dan lingkungan
wajib pajak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel tarif pajak dan sanksi pajak
tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: WPOP, Insentif Pajak, Covid 19
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1.1 Pendahuluan/ Latar Belakang
Sejak awal tahun 2020, pandemi covid -19 telah memberikan banyak tekanan
kepada dunia usaha khususnya di sektor ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut
pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah dan kebijakan khusus
untuk meningkatkan jalannya roda perekonomian. Dalam hal ini pemerintah
mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang
beberapa diantarannya mengatur bidang perpajakan. Selama pandemi ini,
pemerintah mengalami peningkatan belanja publik yang begitu tinggi untuk
menanggulangi Covid-19, hal ini memberikan tuntutan besar akan tercapainya
target pendapatan. Di sisi lain, rasa kemanusiaan terhadap situasi sosial ekonomi
masyarakat, juga menuntut pemungut pajak membuka ruang bagi relaksasi
kewajiban perpajakan. Hal ini sebagai empati atas beban masyarakat selama

masa pandemik, sekaligus sebagai stimulus bagi percepatan pemulihan ekonomi.

Tujuan utama diberikan insentif perpajakan selama pandemi agar adalah untuk
mendukung belanja masyarakat, dukungan cashflow serta untuk membiayai
pembelian obat-obatan serta alat kesehatan dan vaksin covid -19. Berdasarkan
tujuan dari insentif perpajakan bisa dikelompokan menjadi tiga [1]. Pertama,
insentif pajak untuk mendukung sisi demand dengan menjaga kemampuan
masyarakat untuk tetap melakukan belanja. Kedua, insetif untuk mendukung
cashflow bagi sektor usaha terdampak pandemi dengan memberikan kemudahan
tambahan berupa keringanan pajak dalam bentuk penurunan tarif PPh Badan,
pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 Impor, restitusi PPN
dipercepat, dan PPh Final UMKM DTP. Ketiga, insentif pajak untuk pembelian
alat kesehatan dan vaksin Covid-19. Hal tersebut dilakukan melalui pemberian
fasilitas perpajakan dalam proses pengadaan alat kesehatan dan vaksin dengan

relaksasi pajak impor, BM dan Cukai, PPh 23, hingga PPN DTP.
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Ada beberapa sisi negatif pemberian insentif pajak [2]. Sisi negatif itu iala h
hilangnya pendapatan pemerintah yang mungkin akan sangat dibutuhkan dalam
menjalankan pemerintahan dan pembangunan, apalagi mengingat fungsi pajak
yang utama yakni fungsi budgetair. Selain itu, insentif pajak dapat disalahgunakan
untuk penghindaran pembayaran pajak, Belum lagi ditambah dengan biaya

pengadministrasian pajak yang juga meningkat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka
meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan
dari individu atau wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Berbagai dimensi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib
pajak. Beberapa diantaranya antara lain adanya kewajiban seluruh wajib pajak
untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan mengungkapkan jumlah
penghasilan yang dilaporkan. Sejalan dengan implementasi self assessment
diharapkan wajib pajak dapat mencapai suatu tingkat kepatuhan pajak sukarela
(voluntary compliance) [3]. Dampak kebijakan insentif penurunan tarif pajak bagi
UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pelaku usaha dan penerimaan Negara [4].
Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat
mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi
yang ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan [5].
Sehingga sanksi pajak yang dirancang oleh regulator harus mampu memberikan
edukasi, kepastian hukum, serta keadilan kepada wajib pajak sehingga terciptanya
lingkungan pajak yang berkepastian dan berkeadilan yang meningkatkan

keyakinan wajib pajak untuk taat membayar pajak.

Selama masa pandemi, pelayanan pajak secara online sangat dituntut untuk
memberikan kualitas yang terbaik buat wajib pajak sehingga dapat meningkatkan
kepatuhan dalam membayar pajak serta pelaporan. Kepercayaan kepada

pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan selama
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masa pandemi covid-19, dimana banyak perusahaan yang mengalami rugi akibat
pandemi ini. Kepercayaan kepada pemerintah akan tumbuh lagi, apabila
pemerintah memberikan insentif dan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.
Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut
mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak
memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yan

tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku [6].

Kondisi keuangan wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam hal membayar pajak, sehingga ini merupakan faktor penentu dimana si
pembayar pajak melunasi pajaknya secara tepat waktu ataupun tidak. Apalagi
selama pandemi ini, banyak perusahaan mengalami kerugian, sehingga gaji yang
mereka terima tidak diberikan secara semestinya. Hal ini pula yang mendorong
mereka tidak membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Keputusan
seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap resiko [7].
Risiko dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor risiko keuangan,
kesehatan, sosial dan pekerjaan wajib pajak, terutama risiko kesehatan sangat

berpengaruh selama pandemi berlangsung.

Lingkungan yang mendukung adanya pelaksanaan pajak berpengaruh terhadap
peningkatan perilaku patuh pajak. Jika masyarakat di lingkungan wajib pajaka
patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak, hal tersebut akan mendorong
masyarakat lain untuk ikut patuh dalam membayar pajak. Lingkungan wajib pajak
dapat terjalin melalui hubungan yang paling dekat yaitu dengan keluarga, teman,
masyarakat setempat, serta lingkungan tempat wajib pajak bekerja. Hubungan
antar wajib pajak yang terjalin melalui interaksi di lingkungan dapat
memberikan pe-ngaruh terhadap pandangan dan perilaku masing-masing wajib

pajak dalam melakukan suatu tindakan, termasuk perilaku patuh atau tidak
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1.2

patuhnya WP terhadap kewajiban perpajakannya [8}

Isi/Pembahasan

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak
dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat
Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak
terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan [9]. Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 pasal 2, bahwa
kriteria kepatuhan wajib pajak adalah: 1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat
Pemberitahuan; 2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda
pembayaran pajak; 3. laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau
lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 4. tidak pernah dipidana
karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5

(lima) tahun terakhir.

Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan
tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas, dinamakan
insentif pajak. Pemajakan dengan tujuan memberikan rangsangan atau
keringanan [10]. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan
pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah
perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Sedangkan selama pandemi ini,
pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak yaitu corporate
income tax (Pajak Penghasilan Badan), serta insentif Pajak Penghasilan pasal 21
ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa

Pajak September 2020. Pemberian ini diberikan di tengah wabah corona yang
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kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor
pajak di Indonesia. Tujuannya dimaksudkan untuk memulihkan penerimaan
pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak.
Keringanan pajak di Arkansas berpotensi membuat negara lebih makmur [6].
Argumen ini mengasumsikan bahwa insentif keuangan benar-benar menjadi
faktor penentu untuk semua perusahaan. Dalam penelitiannya, menyatakan
bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib
Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan.

Tarif pajak adalah ukuran standar dalam pelaksanaan standar pemungutan pajak.
Pada pajak penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang
diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU
PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional
yaitu 10%. Walaupun tarif pajak digunakan sebagai tolak ukur jumlah pajak yang
harus dibayarkan oleh Wajib Pajak namun harus tetap 68 mempertimbangkan
fungsinya secara hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum.
Indikator untuk mengukur tarif pajak yaitu prinsip kemampuan dalam membayar
pajak, kemampuan dalam membayar pajak dan Tarif pajak yang diberlakukan di

Indonesia [11].

Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak,
dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh
dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibagi
menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa kurungan
[12]. Ada dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.
Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi

pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan
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[13]. Berdasarkan jumlah pendapatan, sanksi pajak, penegakan hukum, perlakuan

perpajakan yang adil, persepsi penggunaan uang pajak secara transparansi dan

akuntabilitas, serta database berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [12].

Kualitas layanan pajak dapat didefinisikan sebagai persepsi atau evaluasi seluruh
pembayar pajak yang terkait dengan koneksi layanan elektronik dengan pasar
Internet [14]. Berbagai kebijakan pemerintah banyak dikeluarkan dalam rangka
meningkatkan pendapatan negara. Saat pandemi ini, banyak kebijakan pemerintah
berupa insentif pajak yang diperuntukan untuk seluruh wajib pajak yang terkena
dampak tersebut. Sehingga dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadapa
pemerintah, sehingga dalam penelitian ini diperlukan penilaian dari responden
wajib pajak di seluruh Jakarta. Berdasarkan teori slippery slope ini maka
kebijakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus
diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Kepercayaan
kepada pemerintah dapat memediasi pengaruh dari sanksi perpajakan dan
kebijakan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak [15]. Kepercayaan kepada
pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan [6].

Voluntary tax compliance

Enforced
tax complian

Maximum ‘.
\

Compliance |

1
Minimum |

Hogh- = —
Power T _\/Low
of authorities

Gambar 1 Teori slippery slope [15]
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Seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika
mereka diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak [7]. Tekanan
keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan wajib pajak
orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan
menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk
karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya, maka wajib pajak

akan mendahulukan pengeluarannya dari pada membayar pajak.

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan
mempengaruhi perilakunya Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga
cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka
mencari risiko. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari
beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk
kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Teori ini
menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi
maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika
kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka
tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai
risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Bahwa
keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko
yang dihadapi [7]. Preferensi umum wajib pajak yang digunakan adalah risiko
keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, dan risiko pekerjaan [16]. Fenomena
yang terjadi dalam dunia perpajakan ada wajib pajak yang kemungkinan
menghadapi risiko yang ada dan ada juga wajib pajak yang menghindari risiko
yang timbul dalam perpajakan. Ini memiliki andil yang besar dari wajib pajak
dalam meningkatkan kepatuhan, namun tidak sedikit wajib pajak yang cenderung

menghindari risiko yang berdampak terhadap penerimaan Negara [17].
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Kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks dengan implikasi yang luas dan
yang mempengaruhi kepatuhan tersebut ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan
perilaku. Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman, sanksi-sanksi
yang di berikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan
faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar wajib
pajak. Lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya [8].

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 75 responden yang
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari Pengusaha, Tenaga Ahli,
Direktur, Manager dan Supervisor, dengan Pendidikan terakhir mereka Sarjana,
Magister dan Doktor yang bertempat tinggal di Jakarta. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara survey kuesioner selama bulan Januari-April 2021. Dari 75
responden yang memenuhi kriteria penelitian, diperoleh mayoritas yang
berpartisipasi dalam penelitian ini adalah para responden yang berjenis kelamin
wanita dengan jumlah sebanyak 41 orang (54,67%). Kemudian sisanya diikuti oleh
para responden yang berjenis kelamin pria dengan jumlah sebanyak 34 orang
(45,33%). Kelompok responden berdasarkan usia yaitu diantara (30-40 tahun)
dengan jumlah sebanyak 32 orang (42,67%). Kemudian diikuti dengan responden
yang memiliki usia diantara (40-50 tahun) sebanyak 23 orang (30,67%) dan usia di
antara (20-30 tahun) dengan jumlah sebanyak 19 orang (25,33%). Selanjutnya
diikuti dengan responden yang memiliki usia (> 50 tahun) dengan jumlah

sebanyak 1 orang (1,33%).
Untuk uji analisis validitas ditinjau dari dua kriteria, yakni: validitas konvergen
dan validitas diskriminan. Berdasarkan hasil kalkulasi, disimpulkan bahwa

seluruh indikator/pernyataan yang digunakan oleh variabel laten penelitian:
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insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak, kepercayaan kepada
pemerintah, kondisi keuangan wajib pajak, preferensi risiko, lingkungan wajib
pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah valid secara validitas konvergen karena
tiap nilai AVE pada masing-masing variabel memiliki nilai > 0,5. Sedangkan
untuk validitas diskriminan disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan
oleh seluruh variabel adalah wvalid karena tiap indikator yang digunakan
menghasilkan nilai outer loading tertinggi pada variabel nya sendiri dibandingkan

outer loading pada variabel lain.

Reliabilitas penelitian ini diukur menggunakan program olah data SmartPLS versi
3 yang beracuan pada nilai yang dihasilkan oleh cronbach’s alpha dan composite
reliability. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator yang digunakan
oleh variabel laten penelitian adalah reliabel karena menghasilkan nilai composite
reliability > 0,6. Seluruh data yang terdapat pada penelitian ini adalah lolos uji
validitas dan reliabilitas, di mana seluruh indikator yang digunakan dapat
mengukur variabel latennya masing-masing, maka pengujian dapat dilanjutkan
ke tahap berikutnya, yakni: hasil nilai koefisien determinasi, gq-square, f-square,
Goodness of Fit (GoF), Path Coefficients, dan Hasil Uji hipotesis. Besarnya
Goodness of Fit (GoF) adalah sebesar 0,5761 > 0,36 maka tingkat kesesuaian /
kelayakan diantara model pengukuran dan model struktural pada penelitian ini

adalah “besar”.
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Variabel Independen Variabel Path
Dependen | Coefficients

Insentif pajak (X1) 0,267

Tarif pajak (X2) 0,120

. Sanksi paj ak (X3) Terhadap | Kepatuhan 0,053
elayanan pajak (X4) Wajib Pajak 0,244
Kepercayaan kepada pemerintah (X5) Y) 0,262
Kondisi keuangan wajib pajak (X6) -0,310
Preferensi risiko (X7) 0,101
Lingkungan wajib pajak (X8) 0,257

Tabel 1.1 Hasil Path Coefficient

Nilai path coefficient pada variabel independen, yakni: insentif pajak (X1), tarif
pajak (X2), sanksi pajak (X3), pelayanan pajak (X4), kepercayaan terhadap
pemerintah (X5), preferensi risiko (X7) dan lingkungan wajib pajak (X8) adalah
positif terhadap variabel dependen. Sedangkan kondisi keuangan wajib pajak (X6)
adalah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena menghasilkan nilai path
coefficient sebesar -0,310 < 0.

Penelitian yang menggunakan metode PLS-SEM maka dapat dilakukan dengan
melihat besarnya nilai yang terdapat pada t-statistik pada analisis jalur untuk setiap
variabel (path analysis), dimana nilai pada t-statstik ini diperoleh dengan melalui
kalkulasi bootstrapping yang menggunakan software SmartPLS 3.3.2.
Menggunakan tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (o) sebesar 0,05 atau 5% dan
menggunakan pengujian 1 arah, dimana memakai prosedur one-tailed karena
hipotesis sudah diberikan arah positif dan negatif. Oleh karena itu, batas minimum

(cut-off value) yang digunakan di dalam pengujian hipotesis ini adalah sebesar
1,645.

Hasil hipotesis pertama, menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan

positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi adalah diterima
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karena menghasilkan nilai original sample positif 0,267 > 0 yang menyatakan
prediksi positif, nilai t-statistik 2,003 > 1,645 serta nilai p-values 0,023 < 0,05
yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa
berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode bootstrapping, diketahui bahwa
hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Adanya insentif pajak yang
diberikan oleh pemerintah, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat hal
membayar dan menyetor pajak meningkat selama masa pandemi. Insentif yang
diberikan yaitu pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan. Hal ini menyatakan
bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan
kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi

kewajiban perpajakan.

Hipotesis kedua adalah tarif pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi, karena meskipun menghasilkan
nilai original sample positif 0,120 > 0 yang menyatakan prediksi positif, tetapi
nilai t-statistik

0,792 < 1,645 serta nilai p-values 0,214 > 0,05 yang artinya prediksi bersifat tidak
signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi
dengan metode bootstrapping, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat
positif dan tidak signifikan. Selama masa pandemi, adanya penurunan tarif pajak
untuk pajak penghasilan badan, sedangkan tarif pajak penghasilan orang pribadi
tidak mengalami penurunan. Jadi tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hipotesis ketiga adalah sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan positif dan
ditolak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi, karena meskipun
menghasilkan nilai original sample positif 0,053 > 0 yang menyatakan prediksi

positif, tetapi nilai t- statistik 0,417 < 1,645 serta nilai p-values 0,338 > 0,05 yang
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artinya prediksi bersifat tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa
berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode bootstrapping, diketahui bahwa
hipotesis yang terjadi bersifat positif dan tidak signifikan. Sanksi pajak adalah
merupakan alat pencegahan supaya WP tidak melanggar regulasi ataupun norma
perpajakan [18]. Persepsi WP atas adanya sanksi merupakan salah satu variabel
yang memiliki pengaruh signfikian terhadap patuhnya wajib pajak [19].
Sedangkan dalam kondisi saat ini selama pandemi, sanksi pajak berpengaruh tidak
signifikan, penyebabnya banyak perusahaan atau usaha yang mengalami kerugian
karena ada pembatasan sosial berskala besar. Usaha baik perorangan atau badan,
banyak karyawan mereka yang dirumahkan atau bekerja di rumah (work from

home).

Hipotesis keempat berisi Pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak selama masa pandemik, karena menghasilkan nilai
original sample positif 0,244 > 0 yang menyatakan prediksi positif, nilai t-statistik
2,286 > 1,645 serta nilai p-values 0,011 < 0,05 yang artinya prediksi bersifat
signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi
dengan metode bootstrapping, diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat
positif dan signifikan. Maka dinotasikan hipotesis keempat tidak ditolak. Kualitas
pelayanan pajak sangat penting bagi wajib pajak, sehingga dapat membayar dan
melaporkan pajak secara tepat waktu dalam kondisi saat ini terutama di saat
pandemi ini. Pelayanan pajak secara online yang baik diperlukan supaya kepatuhan

WP menjadi tinggi.

Hipotesis kelima berisi “Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan
positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah diterima
karena menghasilkan nilai original sample positif 0,262 > 0 yang menyatakan

prediksi positif, nilai t-statistik 2,518 > 1,645 serta nilai p-values 0,006 < 0,05
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yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa
berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode bootstrapping, diketahui bahwa
hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Maka dinotasikan hipotesis
kelima tidak ditolak. Bahwa kepercayaan kepada masyarakat berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, jadi semakin meningkat
kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, maka kepatuhan WP akan semakin
meningkat. Teori slippery slope ini menyatakan bahwa variabelvariabel psikologi
sosial dan detterence berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel
psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (voluntary
tax compliance) sedangkan variabel detterence cenderung mempengaruhi
kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak
yang dipaksakan/enforced tax compliance). Kebijakan untuk meningkatkan
kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada
otoritas pajak (trust in authorities) [15]. Kepercayaan kepada pemerintah sangat
dibutuhkan oleh wajib pajak, dalam kondisi saat ini. Kalau tidak ada kepercayaan,
maka sektor pemasukan pajak untuk membiayai pengeluaran umum akan
semakin menurun. Sedangkan saat ini, negara sangat butuh biaya yang besar

dalam bidang kesehatan.

Hipotesis keenam berisi “Kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh signifikan
positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah ditolak
karena menghasilkan nilai original sample negatif -0,310 > 0 yang menyatakan
prediksi negatif, nilai t-statistik 2,074 > 1,645 serta nilai p-values 0,019 < 0,05
yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa
berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode bootstrapping, diketahui bahwa
hipotesis yang terjadi bersifat negatif dan signifikan. Maka dinotasikan hipotesis
keenam ditolak. Kondisi keuangan saat ini berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan WP, hal ini disebabkan adanya kesadaran dari masyarakat dalam
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membayar dan melaporkan pajak masih rendah, meskipun pemerintah sudah

memberikan insentif pajak selama pandemi ini.

Hipotesis ketujuh berisi “Preferensi risiko berpengaruh signifikan positif
terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah ditolak karena
meskipun menghasilkan nilai original sample positif 0,101 > 0 yang menyatakan
prediksi positif, tetapi nilai t-statistik 0,572 < 1,645 serta nilai p-values 0,284 >
0,05 yang artinya prediksi bersifat tidak signifikan. Sehingga diperoleh
kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode bootstrapping,
diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan tidak signifikan. Maka
dinotasikan hipotesis ketujuh ditolak. Jadi berdasarkan penelitian, preferensi
risiko mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan, oleh karena itu faktor
ini bukan penentu meningkatnya kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-
19 berlangsung. Ada faktor-faktor risiko tertentu yang menjadi pengaruh

kepatuhan tersebut, selain risiko keuangan, kesehatan, sosial dan pekerjaan.

Hipotesis kedelapan berisi “Lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan
positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi” adalah tidak
ditolak karena menghasilkan nilai original sample positif 0,257 > 0 yang
menyatakan prediksi positif, nilai t-statistik 2,192 > 1,645 serta nilai p-values
0,014 < 0,05 yang artinya prediksi bersifat signifikan. Sehingga diperoleh
kesimpulan bahwa berdasarkan hasil kalkulasi dengan metode bootstrapping,
diketahui bahwa hipotesis yang terjadi bersifat positif dan signifikan. Maka
dinotasikan hipotesis kedelapan diterima. Sedangkan selama masa pandemi,
lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak, seperti pengaruh dari keluarga, teman dan masyarakat.
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1.3 Penutup

Kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya,
diberikan selama pandemi berlangsung, sampai dengan akhir tahun 2021. dan
untuk tahun ke depannya belum ada rancangan atau peraturan baru mengenai
pemberian fasilitas perpajakan lagi. Hal inilah yang membuat variabel insentif
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan.
Adanya insentif pajak, daya beli beli masyarakat juga berkurang, karena
penghasilan warganya juga berkurang, banyak pula pengganguran karena adanya
pemutusan hubungan kerja serta pengurangan pewagai yang bekerja dari rumah.
Sehingga penghasilan yang mereka terima banyak yang dipotong dari perusahaan
tempat mereka bekerja. Sedangkan untuk variabel tarif pajak dan sanksi pajak
dapat berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan, Hal ini disebabkan
adanya penurunan tarif pajak dari pemerintah dan adanya penghapusan sanksi
administrasi selama pandemi, belum dapat meningkatkan kepatuhan pajak setiap
bulannya. Variabel pelayanan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah,
mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar dan
melaporkan pajak secara tepat waktu. Kepercayaan terhadap pemerintah sangat
faktor penting dalam menghadapi pandemi ini, karena dengan meningkatnya
penerimaan pajak, pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa program
vaksinasi, pemberian sembako bagi penderita covid-19. Pelayanan pajak online
yang bagus dan puas bagi wajib pajak, sangat penting untuk meningkatkan
kepatuhan. Untuk variabel kondisi keuangan dan preferensi resiko bukan menjadi
faktor penentu dalam kepatuhan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.
Variabel lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan
kepatuhan, karena lingkungan dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku
wajib pajak dalam melakukan suatu tindakan, termasuk dalam berperilaku untuk

mematuhi ataupun tidak mematuhinya.
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